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UMK MEDAN 2023 DIREKOMENDASIKAN NAIK 7,52 PERSEN 

JADI RP 3,6 JUTA 

 

 

Sumber gambar: https://www.detik.com/ 

 

Medan - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan merekomendasikan Upah Minimum Kota 

(UMK) naik sebesar 7,52 persen untuk tahun 2023 nanti. Sehingga UMK Medan rencananya 

menjadi Rp 3,6 juta. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ilyan Chandra Simbolon mengatakan 

Dewan Pengupahan Kota sudah merapatkan UMK. Saat ini sedang dalam proses pengajuan 

ke provinsi untuk ditetapkan. 

"Kemarin sudah selesai rapat di Dewan Pengupahan Kota, sekarang proses pengajuan 

ke provinsi untuk nanti ditetapkan oleh Gubernur," kata Ilyan Chandra Simbolon saat 

dihubungi detikSumut, Jumat (2/12/2022). 

Ilyan menyebutkan pihak merekomendasikan kenaikan UMK Medan untuk tahun 

2023 nanti sebesar 7,52 persen. Seperti diketahui UMK Medan pada tahun 2022 ini sebesar 

Rp 3.370.645, sehingga jika naik 7,52 persen maka UMK Medan tahun 2023 akan menjadi 

Rp 3.624.117. Sebab terjadi kenaikan sebesar Rp 253.472. 

"Yang pasti (kita rekomendasikan) 7,52 persen kenaikannya," sebutnya. 

Sesuai dengan intruksi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Ilyan menuturkan 

UMK tersebut akan ditetapkan paling lama 7 Desember 2022 ini. 

"Yang ditetapkan oleh Kementerian paling lama 7 Desember 2022," tutupnya. 
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Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah resmi menetapkan 

kenaikan upah minimum (UM) tahun 2023 maksimal 10%. Penetapan itu termaktub dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan 

Upah Minimum Tahun 2023. 

Dilansir dari detikFinance, dalam beleid itu dijelaskan, penyesuaian nilai upah 

minimum 2023 dihitung menggunakan formula baru. Penghitungan upah minimum 

dilakukan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks 

tertentu. 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.detik.com/sumut/berita/d-6438787/umk-medan-2023-direkomendasikan-

naik-752-persen-jadi-rp-36-juta, 2 Desember 2022. 

2. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/05/164174/umk_medan_2023_

diusulkan_naik_7_52_jadi_rp_3_62_juta/, 5 Desember 2022. 

 

Catatan: 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 

Pasal 1 Angka 1 s.d. 4 

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. 

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

 

Pasal 2 

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

https://www.detik.com/sumut/berita/d-6438787/umk-medan-2023-direkomendasikan-naik-752-persen-jadi-rp-36-juta
https://www.detik.com/sumut/berita/d-6438787/umk-medan-2023-direkomendasikan-naik-752-persen-jadi-rp-36-juta
https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/05/164174/umk_medan_2023_diusulkan_naik_7_52_jadi_rp_3_62_juta/
https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/05/164174/umk_medan_2023_diusulkan_naik_7_52_jadi_rp_3_62_juta/
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Pasal 3 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui 

koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 

 

Pasal 4 

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : 

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan 

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 

 

Pasal 1 

1. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

3. Pengusaha adalah: 

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

Perusahaan milik sendiri; 

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia 

mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.  

4. Perusahaan adalah: 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, 

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik 
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negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau 

imbalan dalam bentuk lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. 

 

Pasal 2 

(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

(2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan 

system pengupahan tanpa diskriminasi. 

(3) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang 

sama nilainya. 

 

Pasal 3 

Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara 

Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja. 

 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya 

mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program 

strategis nasional. 

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman 

pada kebijakan Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 5 

(1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak 

Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Upah minimum; 

b. struktur dan skala Upah; 

c. Upah kerja lembur; 

d. Upah tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan 

tertentu; 
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e. bentuk dan cara pembayaran Upah;  

f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;dan  

g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. 

 

Pasal 6 

(1) Kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dalam bentuk: 

a. Upah; dan 

b. pendapatan non-Upah. 

 

Pasal 25 

(1) Upah minimum terdiri atas: 

a. Upah minimum provinsi; 

b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi 

ekonomi dan ketenagakerjaan. 

(3) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertumbuhan 

ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(4) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel: 

a. paritas daya beli; 

b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan 

c. median Upah. 

(5) Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga 

kerja, dan median Upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. 

 

Pasal 30 

(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. 

(2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 

(tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau 
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b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan 

selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, 

selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi. 

 

Pasal 31 

(1) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan Upah minimum 

provinsi. 

(2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih 

tinggi dari Upah minimum provinsi. 

 

Pasal 33 

(1) Perhitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan 

kabupaten/kota. 

(2) Hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur 

melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan provinsi. 

(3) Dalam hal hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih rendah dari nilai 

Upah minimum provinsi maka bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai 

Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur. 

 

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 

 

Pasal 1 Angka 1 s.d. 3 

1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai 

jaring pengaman. 

2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

3. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

ketenagakerjaan provinsi. 

 

Pasal 5 

(1) Upah Minimum terdiri atas: 
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a. Upah Minimum provinsi; 

b. Upah Minimum kabupaten/kota. 

(2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi 

ekonomi dan ketenagakerjaan. 

(3) Penetapan Upah Minimum dilakukan bagi: 

a. daerah yang telah memiliki Upah Minimum; 

b. kabupaten/kota yang belum memiliki Upah Minimum; dan 

c. daerah hasil pemekaran. 

 

Pasal 8 

(1) Penetapan Upah Minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah 

Minimum harus memenuhi syarat tertentu. 

(2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 

(tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau 

b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan 

selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, 

selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.  

(3) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, 

Gubernur tidak dapat menetapkan Upah Minimum bagi kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 

(4) Data pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. 

 

Pasal 9 

(1) Penghitungan Upah Minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah 

Minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menggunakan 

formula penghitungan Upah Minimum. 

(2) Formula penghitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

variabel: 

a. paritas daya beli; 

b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan 

c. median upah. 
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(3) Data paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang berwenang di 

bidang statistik. 

 

Pasal 15 

(1) Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota. 

(2) Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat 

tanggal 7 Desember 2022. 

(3) Upah Minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan Upah Minimum 

provinsi. 

(4) Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam hal  hasil penghitungan Upah Minimum  kabupaten/kota lebih tinggi 

dari Upah Minimum provinsi. 


